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Kadis PTSP La Ganefos e
Dorong Pengawasan '\

Terpadu PBG Lintas Instan5|
untuk Optimalkan
PAD Buton Selatan

Izin praktik tenaga

Pelayanan Layanan perizinan
di PTSP tetap kesehatan paling sudah menggunakan
normal dan berjalan banyak diajukan. sistem online.
dengan baik. Seperti bidan, apoteker Perizinan badan usaha

dan pangkalan minyak sudah
online, sementara izin praktik
dokter masih manual.

dan dokter. Jika dokumen
lengkap, proses bisa selesai
dalam satu hari.

Kebutuhan masyarakat tetap
dilayani meski ada beberapa
jabatan yang masih kosong.

Peningkatan PAD Pengawasan perlu ~ Aktivitas tambang
belum maksimal. kolaborasi lintas \ galian C juga menjadi
instansi. ~ perhatian.

Salah satu kendala utama
adalah rendahnya kepatuhan
masyarakat dalam mengurus
PBG sebelum membangun.

PTSP, Satpal PP, Dinas
Pendapatan, Dinas Perumahan
dan Dinas Lingkungan Hidup
turun bersama ke lapangan.

S Perlu pengawasan dampak
lingkungan meski kewenangan
izin berada di provinsi.

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Buton Selatan belum berjalan maksimal. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Busel mendorong pen-
gawasan lintas instansi terhadap pembangunan gedung dan aktivitas usaha,
terutama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus Per-
setujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala Dinas PTSP
Buton Selatan Drs
La Ganefo MH men-
gatakan  peningkatan
PAD tidak cukup men-

gandalkan sosialisasi
kepada  masyarakat.
Pemerintah daerah
perlu memperkuat
koordinasi dengan

Satuan Polisi Pamong
Praja  (Satpol PP),
perangkat daerah yang
menangani pendapa-
tan, serta instansi yang

membidangi peruma-
han dan lingkungan
hidup agar penga-
wasan dapat dilakukan
langsung di lapangan.

“Target pening-
katan PAD itu belum
maksimal. Kita perlu
kolaborasi dengan in-
stansi terkait, bukan
hanya sosialisasi, teta-
pi juga turun bersama
ke lapangan,” kata La
Ganefo, Kamis, 15

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ali Mazi Salurkan
Rp2,49 Miliar untuk Pendidikan dan Bedah Rumah

d1 Kabupaten Buton
-
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Anggota DPR RI Frak5| Nasbe AI| Mazi
Salurkan Rp2,49 Miliar untuk Pendidikan
dan Bedah Rumah di Kabupaten Buton

KORAN BAUBAU POST ————

Laporan: Firman

BUTON, BP- Se-
banyak 355 siswa dan
116 keluarga di Kabu-
paten Buton, Sulawesi
Tenggara, menerima
bantuan  pendidikan
melalui Program In-

donesia Pintar (PIP)
dan program bedah
Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) dengan
total nilai mencapai
Rp2,49 miliar. Ban-
tuan yang diserah-
kan Anggota DPR RI
Fraksi Partai NasDem,

H. Ali Mazi, S.H., di
Pasarwajo,  Minggu
(11/10/2026), itu ditu-
jukan untuk memper-
luas akses pendidikan
dan meningkatkan ke-
layakan hunian mas-
yarakat.

Bantuan  tersebut

terdiri atas Rpl71,75
juta untuk siswa dari
jenjang sekolah dasar
hingga sekolah menen-
gah atas serta Rp2,32
miliar untuk perbaikan
116 unit rumah. Pener-

Lanjut ke Hal: 7

Oktober 2026

Ia pun menyoroti
masih adanya bangu-
nan yang memanfaat-
kan bahu jalan dan
berpotensi melanggar
ketentuan garis sem-
padan. Menurut dia,
pengawasan diperlu—
kan untuk memastikan
pembangunan ber-
langsung sesuai atur-
an serta tidak meng-
ganggu  kepentingan
umum. PTSP, kata dia,
telah membicarakan
rencana  koordinasi
dengan Kepala Dinas
Satpol PP untuk mem-

Lanjut ke Hal: 7

Kendalikan Inflasi Pangan,
Buton Tengah dan Baubau
Perkuat Sinergi Antar Daerah

Laporan: Firman

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerintah
Kabupaten Buton Ten-
gah menjajaki kerja
sama antardaerah den-
gan Pemerintah Kota
Baubau untuk mem-
perkuat pasokan pan-
gan dan menjaga sta-
bilitas harga sebagai
bagian dari upaya

pengendalian  inflasi
di kawasan Kepulau-
an Buton. Pembaha-
san tersebut dilakukan
Tim Pengendalian In-
flasi Daerah (TPID)
Buton Tengah di Ru-
ang Rapat Kyjula Lan-
tai V Kantor Bupati
Buton Tengah, Rabu

Lanjut ke Hal: 7

Empat Hari Digelar, Baubau
Job Fair 2026 Catat 596 Lama-
ran dari 528 Pencari Kerja, 551
Akses Bansos dan 249 Pemerik-
saan Kesehatan, Amalia Abibu

Apresiasi Partisipasi Warga

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-
Baubau Job Fair 2026
menghimpun 596 ber-
kas lamaran dari 528
pencari kerja yang
melakukan  registra-
si selama empat hari
pelaksanaan,  12-15
Oktober 2026. Ke-

giatan yang digelar
di  Gedung Pusat
Layanan Usaha Ter-
padu (PLUT) Kota
Baubau itu tidak ha-
nya mempertemukan
pencari kerja dengan
perusahaan, tetapi
juga mengintegrasikan

Lanjut ke Hal: 7

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim
Takjub, Karnaval Budaya Malam Hari
Dipadati Ribuan Warga, Pemkot Benahi

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-
Ribuan warga mema-
dati jalur Karnaval
Budaya Kota Bau-

bau, Selasa malam
(13/10/2026), dalam

Pelaksanaan Tahun Depan

rangka peringatan
HUT Baubau ke-485
dan Hari Jadi Kota
Baubau ke-25 sebagai
daerah otonom. Di-
gelar berbeda dari ta-
hun-tahun sebelumn-

ya yang berlangsung
pada siang hari, karna-
val malam itu meng-
hadirkan pertunjukan
budaya sekaligus men-
jadi momentum bagi

Lanjut ke Hal: 7



") PARLEMEN-POLITIK-PEMERINTAHAN

Selasa, 20 Oktober 2026 w BAUB AU POST

PDIP Siapkan Pemecatan Bupati Klaten
Hamenang Usai Ditetapkan sebagai

4 www.baubaupost.com

Golkar Pertanyakan Isu Pemilu Tiga
Tahap, Draf RUU Belum Rampung

Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun menga-

Laporan: Radit

ki jabatan di kabi-

pun besaran akhir .

Tersangka M A KA S - yang akan diaju- net untuk mengi-
SAR, BP- Sek- kan masih dapat kuti  pemilihan

retaris  Jenderal disesuaikan. anggota  legislat-

DPP Partai Gol- “PT kita akan 1f, Sarmuji men-

kar, Muhammad usulkan sekitar Yatakan seluruh

Sarmuji,  men- 5 persen, bisa 5 Xader —memiliki

yatakan  bahwa persen persis atau Kesempatan men-

takan segera memecat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo atas dugaan kasus korupsi yang
menyeretnya.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-
DPP PDI Perjuangan
(PDIP) menyiapkan
pemecatan tidak
dengan hormat terh-
adap Bupati Klaten
Hamenang Wajar Is-
moyo setelah Komi-
si  Pemberantasan
Korupsi (KPK) me-
netapkannya sebagai
tersangka dalam per-
kara dugaan korupsi.
Surat rekomendasi
pemecatan tersebut
dijadwalkan  diter-
bitkan pada Senin,
19 Oktober 2026,
sebagai bentuk pen-
egakan disiplin in-
ternal partai.

Ketua DPP
PDIP Bidang Ke-
hormatan  Partai,
Komarudin  Wa-
tubun, menyam-
paikan rencana
tersebut  melalui
keterangan re-
smi pada Sabtu
(17/10/2026). Ia
menegaskan, partai
tidak akan mem-
berikan  toleransi
kepada kader yang
terbukti  melaku-
kan korupsi, baik
yang bertugas di
lingkungan  ekse-
kutif maupun legis-
latif.

“Untuk itu, kami
lagi proses peme-
catan. Hari Senin
besok, kami pecat.
Hari Senin kami
akan keluarkan su-
rat  rekomendasi
pemecatan dengan
tidak hormat ke

yang  bersangku-
tan,” kata Komaru-
din.

Menurut
Komarudin, partai
sebelumnya  tel-
ah mengingatkan

para kepala daerah
agar menjaga in-
tegritas dan meng-
hindari penyalah-
gunaan  jabatan.
Pada 14 September
2026, ia memang-
gil sejumlah kepala
daerah, termasuk
Hamenang, ke kan-
tor DPP PDIP untuk
kembali menyam-
paikan peringatan
tersebut.
Komarudin me-
nilai pejabat pub-
lik semestinya
mengutamakan
pelayanan kepada
masyarakat, bukan
mencari  keuntun-
gan pribadi melalui
tindakan melang-
gar hukum. Ia juga
menyatakan penye-
salannya atas perk-
ara yang menjerat
Hamenang, meng-
ingat partai menga-
ku telah berulang
kali mengingatkan
kadernya mengenai

bahaya korupsi.
Dalam peny-
idikan perkara

tersebut, KPK me-
netapkan tiga orang

sebagai tersangka,
yakni Hamenang
Wajar Ismoyo,

Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
Provinsi Jawa Ten-
gah Ahmad Luthfi
H. Rahmatullah,
dan seorang pihak
swasta. Perkara ini
berkaitan dengan
dugaan  penyim-
pangan di lingkun-
gan Pemerintah
Kabupaten  Klat-
en, Jawa Tengah,
termasuk  dugaan
pemberian kepada
pthak BPK untuk
mengondisikan au-
dit.

KPK mengung-
kapkan lima klaster
dugaan korupsi
yang meliputi pen-
gadaan barang dan
jasa, perizinan,
upah pungut, seto-
ran dari organisasi
perangkat daerah
(OPD) atau satu-
an kerja perangkat
daerah  (SKPD),
serta  pemberian
kepada pihak BPK
yang diduga ber-
kaitan dengan pen-
gondisian pemerik-
saan.

Dalam  pengu-
sutan kasus terse-
but, penyidik KPK
menyita uang se-
nilai Rp934 juta
yang disimpan di
dalam sebuah tong
berwarnabiru. Tong
itu ditemukan di
kediaman Hanaku
Agni Sadewo, adik
Hamenang. Uang
tersebut  menjadi
salah satu barang
bukti yang didala-
mi penyidik dalam
rangkaian penan-
ganan perkara.

Kasus ini
menambah catatan
penanganan  du-

gaan korupsi yang
melibatkan pejabat
daerah di Indone-
sia. Secara his-
toris, pemerintah
telah membentuk
berbagai  perang-
kat hukum untuk
memberantas  ko-
rupsi, mulai dari
Peraturan Penguasa
Perang Pusat pada
1957, Undang-Un-
dang Nomor 24/
Prp/1960, hing-
ga  Undang-Un-
dang Nomor 3 Ta-

hun 1971. Pada
era Reformasi,
kerangka  hukum

diperkuat melalui
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun
1999 dan peruba-
hannya melalui
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun
2001.

Pembentukan
KPK melalui Un-
dang-Undang No-
mor 30 Tahun 2002
menjadi salah satu
langkah  penting
dalam memperkuat
penegakan hu-
kum  antikorupsi.
Di tingkat interna-
sional, Perserika-
tan Bangsa-Bang-
sa mengadopsi
Konvensi PBB
Menentang  Ko-
rupsi atau Unit-
ed Nations Con-
vention  Against
Corruption  (UN-
CAC) pada 2003.
Indonesia  merat-
ifikasi ~ konvensi
tersebut  melalui
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2006 sebagai ba-
gian dart kerja
sama internasional
dalam pencegahan
korupsi, penegakan
hukum, dan pemu-
lihan aset.

Rencana peme-
catan Hamenang
merupakan proses
internal partai yang
terpisah dari peny-
idikan KPK. Sta-
tus tersangka tidak
dengan sendirinya
berarti  seseorang
telah  dinyatakan
bersalah. Pem-
buktian tindak pi-
dana dan penentu-
an hukuman tetap
dilakukan melalui
proses  peradilan
sesual  ketentuan
hukum yang ber-
laku.(*)

draf Rancangan
Undang-Undang
(RUU)  Pemilu
belum rampung di
tengah beredarn-
ya isu mengenai
kemungkinan
penyelenggaraan
pemilu dalam tiga
tahap. Golkar kini
menyerap aspira-
si anggota DPRD
untuk merumus-
kan usulan revisi
regulasi  pemilu,
termasuk ambang
batas  parlemen
sekitar 5 persen.

Pernyataan
tersebut  disam-
paikan Sarmuji di
Makassar, Sab-
tu  (17/10/2026).
[a mengaku be-
lum mengetahui
sumber informasi
mengenai skema
pemilu tiga tahap
karena belum ada
draf RUU Pemilu
yang selesai dis-
usun.

“Sampai seka-
rang belum ada
RUU Pemilunya.
Jadi, yang beredar
itu enggak tahu
RUU dari mana.
Tapi, draf RUU
Pemilunya belum
ada sampai seka-
rang, belum jadi,”
kata Sarmuji.

D1 internal Gol-
kar, pembahasan
revisi UU Pemi-
lu masth berada
pada tahap pen-
jaringan  aspira-
si. Partai terse-
but menghimpun
masukan dari
anggota  DPRD
mengenal sejum-
lah ketentuan
yang dinilai per-
lu diperjuangkan
dalam perubahan
regulasi  pemilu
mendatang.

Salah satu usu-
lan yang menjadi
perhatian ada-
lah parliamenta-
ry threshold atau
ambang batas
parlemen. Golkar
mempertimbang-
kan angka sekitar
5 persen, meski-

5 persen lebih se-
dikit,” wujar Sar-
muji.
Pembahasan
regulasi tersebut,
menurut Sarmuji,
tidak semata-ma-
ta diarahkan un-
tuk  memenuhi
kepentingan elek-
toral partai. Gol-
kar juga menging-
inkan perubahan
aturan yang dapat
memperbaiki
penyelenggaraan
demokrasi  dan
memberikan man-
faat bagi bangsa.
Meski demiki-
an, peningkatan
perolehan  kur-
st legislatif tetap
menjadi sasa-
ran politik Gol-
kar pada pemilu
berikutnya. Par-
tai itu Dbertekad
memperoleh leb-
th banyak kursi
dibandingkan ha-
sil Pemilu 2024,
meskipun belum
menetapkan  an-
gka kenaikan se-
cara spesifik.
“Orientasi kita

nambah kursi.
Entah kursi tam-
bahnya  berapa,

kita akan berusa-
ha nambah kursi.
Yang harus di-
pastikan  adalah
nambah kursi dari
tahun 2024 ke-
marin,” ungkap-
nya.

Sarmuji menilai
penambahan kursi
merupakan target
yang harus diper-
juangkan partain-
ya. Kegagalan
meningkatkan
perolehan  kursi,
menurut dia, akan
mencerminkan
kegagalan dalam
menjalankan  tu-
gas politik yang
telah ditetapkan.

Terkait peluang
kader Golkar yang
saat ini mendudu-

jadi calon anggota
legislatif. Ia juga
menyebut  Ket-
ua Umum Golkar
akan maju sebagai
caleg di Papua.
Wacana peruba-
han sistem pemilu
tersebut  berada
dalam  konteks
evaluasi berkelan-
jutan terhadap tata
kelola demokrasi
Indonesia. Sejak
reformasi 1998,
Indonesia  telah
menyelenggara-
kan pemilu leg-
islatif dan pemi-
lihan presiden
secara langsung
pada 2004. Pada
2019, pemilu na-

sional diseleng-
garakan  secara
serentak  untuk

memilih presiden
dan wakil presi-
den serta anggota
lembaga legisla-
tif, sebuah mod-
el yang kembali

diterapkan pada
2024.

Di tingkat in-
ternasional, de-

sain jadwal pemi-
lu juga beragam.
Sejumlah  nega-
ra  memisahkan
pemilithan presi-
den dan parlemen,
sedangkan negara
lain menyeleng-
garakannya  se-
cara bersamaan.
Perbedaan terse-
but menunjukkan
bahwa penentuan
tahapan  pemilu
bergantung pada
sistem ketataneg-
araan dan pilihan
kebijakan  mas-
ing-masing nega-
ra. Karena itu, isu
pemilu tiga tahap
di Indonesia ma-
sth perlu ditelu-
suri dasar usulan
dan  mekanisme
hukumnya sebe-
lum dapat dinilai
sebagai  rancan-
gan kebijakan re-
smi.(*)
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PPDB 2027 Sekolah Garuda Konawe
Selatan, Peluang Siswa Sultra Masuk
Sekolah Unggul

Laporan: Mashuri

KONAWE SELA-
TAN, BP- SMA Unggul
Garuda Baru (SUGB)
Konawe Selatan mulai
memperluas sosialisa-
si penerimaan peser-
ta didik baru (PPDB)
2027 dengan mengajak
siswa SMP dan madra-
sah tsanawiyah (MTs)
di Sulawesi Tenggara
memanfaatkan kes-
empatan ~ menempuh
pendidikan di seko-
lah unggulan tersebut.
Sosialisasi  dilakukan
melalui kegiatan Gelar
Griya (Open House) di
Desa Lebo Jaya, Keca-
matan Konda, Kabu-
paten Konawe Selatan,
Sabtu (17/10/2026).

Kepala SMA Un-
ggul Garuda Konawe
Selatan, Dian Ang-
graini, melaporkan bah-
wa sekolah yang berdiri
di atas lahan sekitar 20
hektare itu telah me-
nerima 76 peserta di-
dik pada angkatan per-
tama. Mereka berasal
dari Sulawesi Tenggara
dan sejumlah provinsi
lain di Indonesia. Ke-
giatan  pembelajaran
dimulai pada Juli 2026,
bertepatan dengan ta-
hun ajaran 2026/2027,
setelah pembangunan
sekolah diawali dengan
peletakan batu pertama
pada Oktober 2025.

Dari sisi infrastruk-
tur, progres pembangu-
nan fisik sekolah telah
mencapai  sekitar 89
persen. Fasilitas yang
diperkenalkan kepada
para tamu meliputi ru-
ang belajar, laboratori-
um, perpustakaan, asra-
ma, gedung serbaguna,
serta sarana pendukung
pendidikan lainnya. Se-
jak beroperasi, sekolah
juga menjalankan ke-
giatan akademik, pem-
binaan  kedisiplinan,
dan pengembangan mi-
nat serta bakat peserta
didik.

Direktur  Jenderal
Sains dan Teknologi
Kementerian Pendi-

dikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi, Prof.
Dr. Ahmad Najib Bur-

hani, M.A., M.Sc.,
Ph.D., mengatakan,
sebanyak 55 SMP/

MTs diundang untuk

mengenal langsung
lingkungan dan sistem
pendidikan SMA Un-
ggul Garuda Konawe
Selatan. “Harapannya,
sekolah-sekolah terse-
but dapat mengirimkan
putra-putri  terbaiknya
untuk mendaftar, ter-
utama dari Sulawesi
Tenggara,” ujarnya.

Kegiatan  bertema
Satu Tahun Sekolah
Garuda Melahirkan
Talenta Unggul untuk
Indonesia itu  dilak-
sanakan serentak di
51 sekolah dalam eko-
sistem Sekolah Garuda
di seluruh Indonesia.
Jaringan tersebut terdiri
atas empat SMA Un-
ggul Garuda Baru dan
47 SMA Unggul Garu-
da Transformasi. Se-
lain menyosialisasikan
PPDB 2027, kegiatan
tersebut menjadi sarana
memperkenalkan fasil-
itas, program pembe-
lajaran, perkembangan
pembangunan, dan ca-
paian pendidikan kepa-
da masyarakat.

Ahmad Najib men-
jelaskan, pengena-
lan langsung kepada
calon peserta didik,
kepala sekolah, guru,
dan orang tua diperlu-
kan agar masyarakat
memperoleh  gamba-
ran mengenai kuali-
tas lingkungan belajar
serta program yang
ditawarkan.  Menurut
dia, kegiatan tersebut
juga menjadi bentuk
pertanggungjawaban
publik atas pembangu-
nan infrastruktur dan
penyelenggaraan pen-
didikan selama satu ta-
hun.

Dalam kesempatan
yang sama, Gubernur
Lembaga  Pengelola
Universitas dan Pen-
didikan  Kebangsaan
Republik Indonesia
(LPUPK-RI), Marsekal
TNI  (Purn.) Donny
Ermawan T., M.D.S.,
M.S.P., menyampaikan
bahwa pembangunan
sumber daya manusia
merupakan salah satu
prioritas  pemerintah
untuk  meningkatkan
daya saing Indone-
sia. Program Sekolah
Rakyat, Sekolah Nasi-
onal Terintegrasi, dan

Sekolah Unggul Garu-
da, menurut dia, mer-
upakan bagian dari up-
aya memperluas akses
masyarakat  terhadap
pendidikan berkualitas.
Donny menegaskan,
keunggulan  generasi
muda tidak cukup di-
ukur melalui prestasi
akademik.  “Genera-
si unggul tidak cukup
hanya memiliki kecer-
dasan akademik. Mer-
eka juga harus mem-
punyai karakter yang
baik, integritas, nasion-
alisme, serta kecintaan
terhadap tanah air,” ka-
tanya. Nilai-nilai terse-
but dinilai penting agar
generasi muda mampu
menghadapi persaingan
global tanpa kehilangan
identitas kebangsaan.
Sementara itu, Gu-
bernur Sulawesi Teng-
gara Andi Sumangeruk-
ka, melalui sambutan
tertulis yang dibacakan
Penjabat Sekretaris
Daerah Provinsi Su-
lawesi Tenggara, Drs.
Muhammad  Fadlan-
syah, menyebut ke-
hadiran SMA Unggul
Garuda sebagai langkah
strategis memperkuat
kualitas sumber daya
manusia di daerah. Pe-
merintah provinsi men-
yambut baik pemban-
gunan sekolah tersebut
sebagai bagian dari
Program Hasil Terbaik
Cepat (PHTC) Presiden
Prabowo Subianto di
bidang pendidikan.
Menurut sambutan
gubernur, perkemban-
gan ilmu pengetahuan,
teknologi, kecerdasan
buatan, dan persaingan
global menuntut sistem
pendidikan yang tidak
hanya mengembangkan
kemampuan akademik,
tetapi juga kreativitas,
integritas, kedisiplinan,
serta semangat peng-
abdian. SMA Unggul
Garuda Konawe Sela-
tan diharapkan menjadi
ruang pengembangan
kemampuan  berpikir
kritis, budaya riset, dan
inovasi, terutama da-
lam bidang sains dan

teknologi.

Pengelolaan Se-
kolah  Garuda juga
direncanakan  beralih
secara bertahap dari
Kementerian  Pendi-

dikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi kepada
LPUPK-RI. Transi-
si tersebut diharapkan
memperkuat koordina-
si dan pengembangan
talenta unggul nasion-
al melalui ekosistem
pendidikan yang lebih

terintegrasi. Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi
Tenggara menyam-

paikan apresiasi kepada
Presiden Prabowo Sub-
ianto atas penetapan
Sulawesi Tenggara se-
bagai salah satu lokasi
pembangunan Sekolah
Unggul Garuda.

Secara historis,
pengembangan  seko-
lah unggulan sejalan
dengan upaya berbagai
negara membangun
sumber daya manu-
sia melalui pendidikan
sains, teknologi, riset,
dan inovasi. Secara
internasional, perkem-
bangan ekonomi berba-
sis pengetahuan men-
dorong negara-negara
memperkuat  kualitas
pendidikan menengah
sebagai fondasi menu-
ju perguruan tinggi dan
dunia penelitian. Di
Indonesia, penguatan
pendidikan sains dan
teknologi juga menja-
di bagian penting dari
agenda  peningkatan
daya saing nasional.
Dalam konteks itu, ke-
beradaan SMA Unggul
Garuda Konawe Selatan
diharapkan memperlu-
as kesempatan generasi
muda Sulawesi Tengga-
ra untuk mengembang-
kan potensi akademik
dan berkontribusi bagi
pembangunan.

Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tenggara
berharap capaian satu
tahun  pembangunan
dan penyelenggaraan
SMA Unggul Garuda
menjadi pijakan untuk

meningkatkan mutu
pendidikan secara
berkelanjutan. Den-

gan fasilitas yang terus
dikembangkan, pembi-
naan karakter, dan pen-
guatan  pembelajaran
sains serta teknologi,
sekolah tersebut dihara-
pkan mampu melahir-
kan talenta unggul yang
siap menghadapi tanta-
ngan masa depan.(*)
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Kabut Asap Melanda Sultra, Pemprov
Perluas Pengukuran Kualitas Udara di

Laporan: Lisna

SULTRA,
BP- Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tenggara (Pem-
prov Sultra) mem-
perluas penguku-
ran kualitas udara
ke sejumlah kabu-
paten untuk me-
metakan kondisi
pencemaran  di
tengah kabut asap
yang melanda be-
berapa wilayah.
Melalui Dinas
Lingkungan Hid-
up (DLH), pemer-
intah  mengukur
kualitas udara
secara langsung
di lapangan dan
melanjutkan  pe-
mantauan ke lima
kabupaten.

Data Air Qual-
ity ~ Monitoring
System (AQMS)
di stasiun Kend-
ari  menunjukkan
konsentrasi  par-
tikulat PM10 dan
PM2.5 sama-sa-
ma mencapai an-
gka 36 pada 15
Oktober  2026.
Meski masih be-
rada di bawah
ambang batas
baku mutu udara
ambien yang di-
cantumkan dalam
laporan, perkem-
bangan tersebut
menjadi  bagian
dari pemantauan
kualitas udara di
tengah kondisi ka-
but asap.

Kepala DLH
Provinsi  Sultra
La Ode Muham-
mad Ali Haswan-
dy, S.E., M.Si,
memimpin  pen-
gukuran bersama
Tim Laboratori-
um Lingkungan
DLH Sultra di
Kabupaten Bom-
bana dan Konawe
Selatan pada Ka-
mis (15/10/2026).
Pengukuran beri-
kutnya dijadwal-
kan berlangsung
di Kabupaten
Konawe, Konawe
Utara, dan Kola-
ka.

Ali Haswandy
menjelaskan, pen-
gukuran langsung
diperlukan untuk
memperoleh data
faktual mengenai

Lima Daerah

kualitas udara,
terutama di daerah
yang terdampak
kabut asap. “Pen-
gukuran ini
dilakukan untuk
memperoleh data
kualitas udara se-
cara langsung di
lapangan, khusus-
nya pada wilayah
yang terdampak
kabut asap,” de-
mikian penjelasan
kegiatan tersebut
berdasarkan ket-
erangan yang dis-
ampaikan.
Berdasarkan
laporan ~ AQMS
periode 11-15 Ok-
tober 2026, kon-
sentrasi PM10 di
Kendari berfluk-
tuasi.  Nilainya
tercatat 21 pada
11 Oktober, naik
menjadi 25 pada
12 Oktober dan
33 pada 13 Ok-
tober, kemudian
turun menjadi 10
pada 14 Oktober
sebelum mening-
kat menjadi 36
pada 15 Oktober.

Pola berbe-
da terlihat pada
PM2.5. Konsen-

trasinya mencapai
33 pada 11 Okto-
ber, turun menjadi
11 pada 12 Okto-
ber, lalu mening-
kat menjadi 15
pada 13 Oktober,
18 pada 14 Okto-
ber, dan 36 pada
15 Oktober 2026.
Dalam laporan
tersebut, ambang
batas yang dican-
tumkan adalah 75
untuk PM10 dan
55 untuk PM2.5.
Dengan demiki-
an, angka 36 pada
kedua parameter
masih berada di
bawah  ambang
batas yang di-
gunakan  dalam
laporan. Namun,
data dari stasi-
un Kendari tidak
dapat  langsung
mewakili kondisi
udara di seluruh
kabupaten di Sul-
tra.
Pemantauan
partikulat penting
karena PM10 dan
PM2.5 merupa-

kan partikel uda-
ra dengan uku-
ran berbeda yang
dapat masuk ke
saluran pernapas-
an. Partikel PM2.5

berukuran lebih
kecil dan dapat
menembus lebih

jauh ke dalam pa-
ru-paru. Karena
itu, pengukuran
berbasis  instru-
men  diperlukan
untuk melengkapi
pengamatan visu-
al terhadap kabut
asap.

Secara historis,
kebakaran hutan
dan lahan serta
kabut asap telah
menjadi  persoa-
lan  lingkungan
lintas wilayah di
Indonesia, teru-
tama saat kondi-
st cuaca kering
berkepanjangan.
Pada tingkat in-
ternasional, Or-
ganisasi Keseha-
tan Dunia (WHO)
menerbitkan pe-
doman  kualitas
udara global pada
2021 yang mem-
perketat rekomen-
dasi paparan par-
tikulat, termasuk
PM2.5 dan PM10.
Pedoman tersebut
menegaskan pent-
ingnya pemantau-
an polusi udara
untuk melindungi
kesehatan  mas-
yarakat.

Perluasan
pengukuran di
Sultra menja-
di langkah un-
tuk memperoleh
gambaran kualitas
udara yang lebih
menyeluruh. Ha-
sil  pemeriksaan
dari  Bombana,
Konawe Selatan,
Konawe, Konawe
Utara, dan Kolaka
diharapkan dapat
membantu  pe-
merintah menilai
kondisi udara
berdasarkan data
lapangan, dengan
tetap membeda-
kan hasil pen-
gukuran setiap lo-
kasi.(*)
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Bupati Azhari Dorong SNT 15 Buton
Tengah Cetak Generasi Muda Berdaya
Saing Global
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BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerataan
pendidikan  berkual-
itas hingga wilayah
pelosok dan kepulau-
an menjadi salah satu
sasaran  pengemban-
gan SNT 15 Buton
Tengah. Bupati Buton
Tengah, Dr. Azhari,
berharap sekolah rin-
tisan yang baru berop-
erasi sekitar dua bulan
itu berkembang men-
jadi pusat pendidikan
unggul sekaligus mer-
cusuar pembangunan
sumber daya manusia
di kawasan tengah In-
donesia.

Harapan  tersebut
disampaikan  Azhari
saat menghadiri kegia-
tan Open House SNT
15 Buton Tengah di
Kampus B Universi-
tas Sembilanbelas No-
vember (USN) Buton
Tengah, Mawasangka,
Jumat  (16/10/2026).
Kegiatan itu menja-
di kesempatan untuk
melihat perkembangan
sekolah dan antusi-
asme peserta didik da-
lam mengikuti proses
pembelajaran.

Azhari  menegas-
kan, akses terhadap
pendidikan  bermutu
tidak semestinya ha-
nya dinikmati anak-
anak yang tinggal di
perkotaan.  Menurut
dia, peserta didik dari
wilayah pelosok dan
kepulauan juga harus
memperoleh  kesem-
patan belajar yang
memadai tanpa harus

meninggalkan daerah
asal atau menempuh
perjalanan jauh.
“Keberadaan SNT
15 Buton Tengah di-

harapkan menjadi
bagian dari upaya
memperluas akses

dan pemerataan pen-
didikan bermutu, se-
hingga anak-anak di
daerah juga memili-
ki kesempatan untuk
berkembang dan ber-
kompetisi,” demikian
harapan yang disam-
paikan dalam kegiatan
tersebut.

Ia mendorong pe-
serta didik meman-
faatkan kesempa-
tan belajar dengan
sungguh-sungguh,
meningkatkan ke-
mampuan akademik,
serta membangun ke-
siapan ~ menghadapi
persaingan di tingkat
nasional dan global.
Pengembangan se-
kolah, menurut arah
kebijakan yang dis-
ampaikannya, per-
lu berorientasi pada
pembentukan genera-
si muda yang mampu
menghadapi perubah-
an zaman.

Azhari juga men-
yampaikan apresiasi
kepada Presiden Re-
publik Indonesia Pra-
bowo Subianto atas
perhatian terhadap pe-
merataan pendidikan.
Ia berharap SNT 15
Buton Tengah dapat
berkontribusi  dalam
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
sebagai bagian dari
upaya  mewujudkan

visi Indonesia Emas
2045.

Secara historis,
perluasan akses pen-
didikan telah men-
jadi bagian penting
dari pembangunan
Indonesia sejak awal
kemerdekaan.  Pasal
31  Undang-Undang
Dasar 1945 menegas-
kan hak warga negara
untuk  mendapatkan
pendidikan dan ke-
wajiban  pemerintah
menyelenggarakan
sistem pendidikan na-
sional. Amanat terse-
but menjadi landasan
bagi berbagai upaya
memperluas kesempa-
tan belajar di seluruh
wilayah Indonesia.

Dalam konteks in-

ternasional,  Perseri-
katan Bangsa-Bangsa
menetapkan  Tujuan

Pembangunan Berke-
lanjutan atau Sustain-
able Development
Goals (SDGs), khu-
susnya Tujuan 4, yang
menargetkan  pendi-
dikan berkualitas yang
inklusif dan merata
serta kesempatan be-
lajar sepanjang hayat
bagi semua orang.
Prinsip tersebut rel-
evan dengan upaya
memperkuat layanan
pendidikan bagi mas-
yarakat di wilayah
kepulauan dan daerah
yang aksesnya masih
menghadapi tantangan
geografis.

Meski baru berjalan
sekitar dua bulan, SNT
15 Buton Tengah di-
harapkan dapat terus
mengembangkan pros-

es pembelajaran dan
membangun lingkun-
gan pendidikan yang
mendukung  potensi
peserta didik. Antusi-
asme siswa yang ter-
lihat dalam kegiatan
Open House menjadi
salah satu gambaran
awal perkembangan
sekolah, tetapi pening-
katan kualitasnya tetap
memerlukan  proses
berkelanjutan.

Kegiatan tersebut
turut dihadiri Penja-
bat Sekretaris Daerah
Buton Tengah Armin,
perwakilan Balai
Penjaminan Mutu
Pendidikan (BPMP)
Provinsi Sulawesi
Tenggara Irene Irawati
Arsanti, Koordinator
USN Kampus Buton
Tengah H. Muliyadi,
Kepala Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan
Buton Tengah La Ode
Amaluddin, serta para
orang tua peserta di-
dik.

Pengembangan
SNT 15 Buton Ten-
gah selanjutnya di-
harapkan tidak hanya
memperluas kesempa-
tan belajar, tetapi juga
memperkuat  kualitas
pembelajaran dan daya
saing generasi muda.
Dengan demikian, se-
kolah tersebut berpel-
uang mengambil peran
dalam pembangunan
sumber daya manusia
di Buton Tengah dan
kawasan tengah Indo-
nesia.(*)
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Kajati Sultra dan Bupati Buton Mulai
Bedah 12 Rumah Warga di Desa
Kondowa
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Kajatl Sultra danBupatl Buton
Mulai Bedah 12 Rumah Warga di Desa Kondowa
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BUTON, BP- Sebanyak
12 unit rumah masyarakat di
Desa Kondowa, Kecamatan
Pasarwajo, Kabupaten Bu-
ton, menjadi sasaran Pro-
gram Gotong Royong Be-
dah Rumah yang diinisiasi
Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tenggara. Program tersebut
ditandai dengan peletakan
batu pertama oleh Kepala
Kejaksaan Tinggi Sulawe-
si Tenggara, Dr. Sugeng Ri-
yanta, S.H., M.H., bersama
Bupati Buton Alvin Akawi-
jaya Putra, S.H., pada Kamis
(8/10/2026).

Kegiatan itu merupakan
bagian dari rangkaian kun-
jungan kerja Kajati Sultra
di Kabupaten Buton. Pro-
gram tersebut diarahkan un-
tuk membantu masyarakat
yang membutuhkan per-
baikan tempat tinggal seka-
ligus mendorong keterlibatan
berbagai pihak dalam penye-
diaan hunian yang layak,
aman, dan nyaman.

Mengusung tema “Ber-
sama Membangun Rumah,
Menata Masa Depan yang
Lebih Baik” , program ini
melibatkan unsur pemerintah
daerah, aparat penegak hu-
kum, kepolisian, serta Forum
Koordinasi Pimpinan Daer-
ah (Forkopimda) Kabupaten
Buton.

Kajati Sultra Sugeng Ri-
yanta menekankan bahwa
penanganan rumah tidak
layak huni membutuhkan
kerja sama lintas sektor. Pe-
merintah tidak dapat bekerja
sendiri tanpa dukungan dun-
1a usaha, lembaga sosial, dan
masyarakat.

“Penyediaan hunian yang
layak membutuhkan kolab-
orasi berbagai pihak. Se-
mangat gotong royong men-
jadi bagian penting dalam
membantu masyarakat yang
membutuhkan,”  demikian
inti pesan Kajati Sultra da-
lam kegiatan tersebut.

Bupati Buton Alvin Akaw-
jjaya Putra mengapresiasi
inisiatif dan dukungan Kejak-
saan Tinggi Sulawesi Teng-
gara melalui program bedah
rumah tersebut. Menurutnya,

sinergi antarlembaga menjadi
salah satu bentuk kepedulian ter-
hadap kondisi sosial masyarakat
di Kabupaten Buton.
Pelaksanaan program turut
melibatkan Kepala Kejaksaan
Negeri Buton, Sterry Fendy An-
dih, S.H., M.H., dan Kapolres
Buton AKBP Ali Rais Ndraha,
S.H., SIK., M.M.Tr., bersama
unsur Forkopimda lainnya. Se-
banyak 12 calon penerima man-
faat juga hadir dalam kegiatan
peletakan batu pertama itu.
Selain  seremoni, kondisi
rumah masing-masing calon
penerima manfaat turut ditinjau
sebagai bagian dari pelaksanaan
program rehabilitasi. Peninjauan
tersebut menjadi bagian penting
untuk melihat kondisi hunian
yang membutuhkan perbaikan.
Secara nasional, persoalan ru-
mah tidak layak huni telah lama
menjadi perhatian dalam kebi-
jakan pembangunan perumah-
an. Pemerintah mengembang-
kan berbagai skema bantuan
perumahan, termasuk Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS), yang mendorong per-
baikan rumah melalui dukungan
pemerintah dan partisipasi mas-
yarakat. Pendekatan tersebut
menempatkan hunian layak se-
bagai bagian dari upaya mening-
katkan kualitas hidup keluarga.
Dalam konteks internasion-
al, Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs),
khususnya Tujuan 11, me-
nekankan pentingnya mewu-
judkan kota dan permukiman
yang inklusif, aman, tangguh,
dan berkelanjutan. Penyediaan
hunian yang layak menjadi salah
satu aspek penting dalam agen-
da pembangunan tersebut.
Program Gotong Royong Be-
dah Rumah di Desa Kondowa
diharapkan membantu mening-
katkan kualitas tempat tinggal
penerima manfaat sekaligus
memperkuat kolaborasi antara
pemerintah daerah, aparat pen-
egak hukum, dan masyarakat.
Namun, keberhasilan program
pada akhirnya akan ditentukan
oleh penyelesaian rehabilitasi
12 rumah tersebut sesuai kebu-
tuhan dan kondisi masing-mas-
ing penerima.(*)
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Pemerintah Perkuat Pengawasan Obat
dan Percepat Reformasi Jaminan

Peliput: Lisna

BOGOR, BP- Pe-
merintah memperkuat
pengawasan obat,
mengkaji pemanfaatan
kratom untuk kepent-
ingan kesehatan, serta
mempercepat ~ pem-
benahan sistem jami-
nan kesehatan nasion-
al. Langkah tersebut
disepakati dalam Ra-
pat Koordinasi Komite
Kebijakan Sektor
Kesehatan  (KKSK)
ke-11 yang melibat-
kan Kementerian
Kesehatan (Kemenk-
es), Badan Pengawas
Obat dan Makanan
(BPOM), BPJS Kes-
ehatan, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan
Kementerian Kepen-
dudukan dan Pem-
bangunan Keluarga/
BKKBN di Bogor, Se-
lasa (6/10/2026).

Salah satu agen-
da utama rapat ialah
memperkuat  penga-
wasan obat-obat ter-
tentu melalui inte-
grasi  SATUSEHAT
Logistik. Sistem ini
dirancang untuk men-
ghubungkan peman-
tauan Kemenkes dan
BPOM, mulai dari
produksi hingga dis-
tribusi obat ke fasilitas
pelayanan  kefarma-
sian. Integrasi tersebut
diharapkan memudah-
kan pemerintah men-
deteksi penyimpangan
sekaligus  menindak
penyalahgunaan obat.

Kepala BPOM Ta-
runa Ikrar mengatakan
sistem terintegrasi
akan memperkuat pen-
gawasan rantai pasok
obat. “Dengan SAT-
USEHAT  Logistik,
kita bisa melihat, men-
gontrol, mendeteksi,
mengevaluasi, dan
kemudian melakukan
penindakan mulai dari
produksi sampai distri-
busi obat-obat tertentu
ke fasilitas pelayanan

il

kefarmasian,” ujarnya.

Pengawasan diper-
ketat karena penggu-
naan obat-obat tertentu
di luar ketentuan dapat
menimbulkan dampak
psikotropik dan risiko
penyalahgunaan, ter-
masuk di kalangan
remaja. Karena itu,
pemantauan distribusi
menjadi bagian pent-
ing dari upaya me-
lindungi  masyarakat
sekaligus memastikan
obat digunakan sesuai
aturan.

KKSK juga
menyepakati  tindak
lanjut kebijakan nasi-
onal mengenai peman-
faatan kratom sebagai
bahan baku dan ek-
strak untuk kepentin-
gan kesehatan. Peny-
usunan kebijakan akan
mempertimbangkan
manfaat, risiko, kea-
manan, mutu, serta
hasil kajian ilmiah.
Pemerintah turut men-
dorong penelitian dan
uji klinis untuk mem-
peroleh bukti tentang
keamanan dan efekti-
vitas kratom, termasuk
potensi penggunaan-
nya sebagai analgesik
serta untuk membantu
mengurangi ketergan-
tungan terhadap opiat.

Di bidang pem-
biayaan kesehatan,
pemerintah dan BPJS
Kesehatan meny-
iapkan pengembangan
Kapitasi Berbasis Kin-
erja (KBK) bagi fasil-
itas kesehatan ting-
kat pertama (FKTP).
Skema ini diharapkan
mendorong  pening-
katan mutu pelayanan
sekaligus member-
ikan insentif kepa-
da klinik dan praktik
dokter mandiri ber-
dasarkan kinerja. Fi-
nalisasi sistem ditarg-
etkan pada 6 Desember
2026, dengan besaran
insentif menyesuaikan
kapasitas BPJS Kese-
hatan.

Kesehatan

.

& jaminan

Pembahasan terse-
but menjadi bagian
dari upaya memper-
baiki tata kelola Jam-
inan Kesehatan Na-
sional (JKN), yang
mulai  diselenggara-
kan pada 2014. Se-
bagai konteks histo-
ris, JKN merupakan
salah satu program
perlindungan  sosial
berskala nasional
untuk memperlu-
as akses masyarakat
terhadap layanan
kesehatan.  Pengua-
tan mutu layanan
primer, pengawasan
obat, dan koordinasi
pembiayaan menjadi
bagian dari tantangan
berkelanjutan dalam
menjaga  efektivitas
sistem tersebut.

Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin
menilai  koordinasi
antarlembaga  diper-
lukan untuk menyele-
saikan persoalan yang
saling berkaitan. “Ini
adalah rapat koordi-
nasi kebijakan sektor
kesehatan. Kita bisa
mendiskusikan  hal-
hal yang overlapping
dan mencari jalan kel-
uarnya bersama,” kata
Budi. Ia menegaskan,
pembenahan per-
lu dilakukan secara
struktural agar tidak
terus berulang setiap
tahun.

Rapat itu juga
mengevaluasi  koor-
dinasi  antarpenye-
lenggara jaminan atau
Coordination of Ben-
efit (COB). Hingga 6
Oktober 2026, seban-
yak 31 perusahaan
asuransi telah bekerja
sama dengan BPJS
Kesehatan, sedangkan
25 perusahaan telah
menjalin kerja sama
dengan rumah sakit.
OJK berharap seluruh
perusahaan asuransi
kesehatan dapat mem-
perluas kerja sama
tersebut hingga akhir

2026.

Deputi Komis-
ioner OJK Ogi Pra-
stomiyono ~ menga-
takan koordinasi
antarpenyelenggara
diperlukan
untuk  membangun
ekosistem  asuransi
kesehatan yang lebih
efisien dan transparan.
Kerja sama tersebut
juga diharapkan mem-
percepat  pelayanan
serta memperjelas
koordinasi  manfaat
bagi peserta yang
memiliki  perlindun-
gan kesehatan dari
lebih dari satu penye-
lenggara.

Secara internasion-
al, penguatan tata kelo-
la jaminan kesehatan
sejalan dengan agen-
da cakupan keseha-
tan semesta (Univer-
sal Health Coverage/
UHC) yang didorong
Organisasi  Keseha-
tan Dunia (WHO).
Agenda tersebut me-
nekankan akses terha-
dap layanan kesehatan
yang dibutuhkan tan-
pa menimbulkan kes-
ulitan keuangan bagi
masyarakat.  Dalam
konteks Indonesia,
integrasi pengawasan
obat, peningkatan
mutu fasilitas keseha-
tan tingkat pertama,
dan koordinasi asur-
ansi menjadi sejum-
lah instrumen untuk
memperkuat  sistem
pelayanan kesehatan.

Selain empat agen-
da utama, KKSK
menyepakati percepa-
tan penyelesaian ren-
cana tindak lanjut
periode 2023-2025
yang masih tertun-
da. Evaluasi akan
dilakukan setiap dua
minggu pada ting-
kat teknis dan setiap
bulan pada tingkat
pimpinan kemente-
rian/lembaga secara
daring. Pemerintah
berharap pola koor-
dinasi berkelanjutan
tersebut dapat mem-
percepat penyelesa-
ian persoalan lintas
sektor dan member-
ikan kepastian bagi
keberlangsungan
sistem kesehatan na-
sional.(*)
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Pemerintah Renovasi 8.001 Puskesmas
dan Bangun 1.988 Fasilitas Baru

Mulai 2027

Laporan: Ardi

DENPASAR, BP- Pemerintah
menyiapkan program transformasi
fasilitas kesehatan nasional selama
2027-2029 dengan merenovasi 8.001
puskesmas, membangun 1.988 pusk-
esmas baru, serta membenahi 441 ru-
mah sakit umum daerah (RSUD). Pro-
gram berskala nasional ini diarahkan
untuk memperluas akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan seka-
ligus memperkuat upaya pencegahan
penyakit.

Wakil Menteri Kesehatan Benyam-
in Paulus Octavianus menyampaikan
rencana tersebut saat meresmikan
UPTD Puskesmas III Denpasar Barat,
Bali, Selasa (6/10/2026). Pemban-
gunan fasilitas baru diprioritaskan
di kawasan berpenduduk padat un-
tuk mengurangi beban pelayanan dan
meningkatkan pemerataan akses kese-
hatan.

Menurut Benyamin, pembenahan
fasilitas harus diikuti perubahan ori-
entasi pelayanan. Pemerintah ingin
memperkuat pencegahan penyakit
melalui fasilitas kesehatan tingkat per-
tama sehingga masyarakat tidak selalu
bergantung pada pengobatan di rumah
sakit.

“Ke depan, fokus belanja kesehatan
harus bergeser dari pengobatan di ru-
mah sakit menuju pencegahan di fasil-
itas primer,” ujar Benyamin.

Program yang direncanakan mulai
2027 itu juga mencakup penambahan
unit sinar-X bergerak (mobile X-ray)
di seluruh puskesmas. Kementerian
Kesehatan memprioritaskan fasilitas
dengan tingkat kerusakan paling par-
ah agar peningkatan sarana kesehatan
dapat menjangkau wilayah yang
membutuhkan penanganan segera.

Khusus di Bali, sebanyak 119
puskesmas direncanakan menjalani
renovasi. Selain itu, empat puskes-
mas yang mengalami kerusakan be-
rat akan dibangun ulang, sedangkan
tujuh puskesmas yang masing-mas-
ing melayani lebih dari 60.000 pen-
duduk akan dipecah untuk mengu-
rangi kepadatan layanan.

Benyamin mengingatkan bah-
wa pengadaan peralatan medis ti-
dak dapat dipisahkan dari kesiapan
tenaga kesehatan. Kebutuhan ra-
diografer dan dokter spesialis ha-
rus diperhitungkan sejak awal agar
fasilitas yang telah dimodernisasi
dapat beroperasi secara optimal.

“Membeli alat kesehatan bisa
cepat, tetapi mencetak tenaga me-
dis seperti radiografer dan dokter
spesialis membutuhkan proses,”
katanya.

Di Denpasar, UPTD Puskesmas
IIT Denpasar Barat menjadi contoh
pengembangan fasilitas kesehatan
yang mengedepankan kebutuhan

ibu dan anak. Wakil Wali Kota
Denpasar I Kadek Agus Arya
Wibawa mengatakan, fasili-
tas tersebut dibangun melalui
transformasi kawasan yang
sebelumnya merupakan pasar
loak dan tempat pembuangan
sementara menjadi pusat pe-
layanan kesehatan yang inklu-
sif.

Puskesmas itu beroperasi se-
lama 24 jam dan menyediakan
Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar (PONED).
Pelayanan tersebut ditujukan
untuk menangani kegawat-
daruratan obstetri dan neonatal
dasar. Puskesmas juga bekerja
sama dengan Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil
untuk mempermudah penerbi-
tan akta kelahiran bayi secara
langsung.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Denpasar Anak Agung
Ayu  Agung  Candrawati
menambahkan, fasilitas terse-
but telah terintegrasi dengan
BPJS Kesehatan dan dilengka-
pi layanan gawat darurat Den-
pasar Mantap Kesehatan Mas-
yarakat (Damakesmas) selama
24 jam. Integrasi itu dihara-
pkan memperkuat jangkauan
pelayanan bagi masyarakat.

Secara historis, penguatan
puskesmas sejalan dengan arah
pembangunan kesehatan dun-
ia yang dirumuskan melalui
Deklarasi Alma-Ata pada
1978. Deklarasi yang didukung
Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) dan UNICEEF tersebut
menempatkan pelayanan kese-
hatan primer sebagai landasan
untuk mewujudkan kesehatan
bagi semua. Indonesia turut
mengadopsi prinsip tersebut
melalui penguatan puskesmas
dan pelayanan kesehatan ber-
basis masyarakat.

Komitmen internasional itu
kembali ditegaskan melalui
Deklarasi Astana pada 2018,
yang memperkuat peran pe-
layanan kesehatan primer da-
lam mencapai cakupan kes-
ehatan semesta dan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
2030. Dalam konteks terse-
but, keberhasilan program In-
donesia pada 2027-2029 tidak
hanya ditentukan oleh jumlah
fasilitas yang direnovasi atau
dibangun, tetapi juga oleh pe-
merataan tenaga kesehatan,
mutu pelayanan, dan kemam-
puan masyarakat mengakses
layanan secara berkelanjutan.

*)
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KPK Temukan Rp934 Juta dalam Tong
Blru d1 Rumah Adik Bupatl Klaten

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-

Pember-
Korupsi
(KPK) menemu-
kan uang tunai
Rp934 juta yang
disimpan  dalam
tong biru di kedia-
man Hanaku Agni
Sadewo  (HAS),
pthak swasta yang
disebut sebagai
adik Bupati Klaten
Hamenang Wajar
Ismoyo. Temuan
tersebut  menjadi
bagian dari barang
bukti dalam oper-
asi tangkap tangan
(OTT) pada 15 Ok-
tober 2026 yang
turut menyeret se-
jumlah pejabat dan
pithak lainnya un-
tuk diperiksa.

Juru Bicara KPK
Budi Prasetyo
mengatakan, tong
berwarna biru itu
diduga digunakan
untuk menampung
atau  menyimpan
uang yang berkai-
tan dengan peneri-
maan yang sedang
diselidiki penyidik.
Tong tersebut dia-
mankan  bersama
barang bukti lainn-
ya dalam operasi di
wilayah Klaten.

“Bahwa ember
atau tong tersebut
diduga yang digu-
nakan Bupati untuk
menampung  atau
untuk menyimpan
dugaan peneri-
maan-penerimaan
uang,” kata Budi
kepada wartawan
di Gedung Merah
Putih KPK, Kunin-
gan, Jakarta Sela-
tan.

Pelaksana Tugas
Penyidikan KPK

Komisi
antasan

Achmad Taufik
Husein mengung-
kapkan, uang di da-
lam tong tersebut
terdiri atas pecahan
Rp100 ribu yang
dibungkus  plas-
tik. Nilai keseluru-
hannya mencapai
Rp934 juta. Uang
itu ditemukan di
kediaman  HAS,
yang disebut se-
bagai pihak swasta.

“Senilai Rp934
juta ditemukan di

kediaman HAS
(Hanaku Agni
Sadewo, pihak
swasta), yang di-
simpan dalam

sebuah tong ber-
warna biru,” ujar
Taufik, Sabtu
(17/10/2026).

Tong  tersebut
kemudian dibawa
penyidik  sebagai
barang bukti. Wa-
dah itu terlihat
tertutup rapat dan
diberi label “Da-
lam  Pengawasan
KPK” Selain
temuan Rp934
juta, penyidik juga
mengamankan
uang dengan nilai
keseluruhan yang
disebut menca-
pai Rpl,9 miliar,
meningkat dari
sekitar Rpl miliar
yang sebelumnya
disita.

OTT pada 15
Oktober 2026 itu
menyasar  Bupati
Klaten Hamenang
Wajar Ismoyo,
Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
Provinsi Jawa Ten-
gah Ahmad Luthfi
H. Rahmatullah,
serta 18 orang lain-
nya. Dari 20 orang
yang diamankan,

e
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sembilan orang
dibawa dari Klaten
ke Jakarta dan seo-
rang lainnya yang
ditangkap di Jakar-
ta turut menjalani
pemeriksaan inten-
sif.

KPK mengiden-
tifikasi lima klaster
dugaan korupsi da-
lam perkara terse-
but. Klaster itu me-
liputi  pengadaan
barang dan jasa,
perizinan, upah
pungut, setoran dari
organisasi perang-
kat daerah (OPD)
atau satuan kerja
perangkat  daer-
ah (SKPD), serta
pemberian kepada
pithak BPK yang
diduga berkaitan
dengan pengondi-
sian audit. Peny-
1dik masih men-
dalami hubungan
antara dugaan
penerimaan uang,
para pihak yang
diperiksa, dan ba-
rang bukti yang
diamankan.

Kasus ini kem-
bali  menyoroti
persoalan korup-
si yang melibat-
kan  penyeleng-
gara negara dan
tata kelola pen-
gawasan keuan-
gan. Di Indone-
sia, pembentukan
KPK melalui
Undang-Undang
Nomor 30 Ta-
hun 2002, yang
kemudian  diu-
bah melalui Un-
dang-Undang
Nomor 19 Tahun
2019, menjadi
bagian dari upa-
ya pemberantasan
korupsi  melalui
penyelidikan,
penyidikan,

penuntutan,
ta koordinasi dan
supervisi terhadap
penanganan perk-

SCr-

ara korupsi.
Dalam kon-
teks internasional,
Konvensi  Pers-
erikatan ~ Bang-
sa-Bangsa  Me-

nentang Korupsi
atau United Na-
tions Convention

against  Corrup-
tion (UNCACQ),
yang diadopsi

pada 2003, menja-
di kerangka kerja
global untuk men-
dorong pencega-
han korupsi, pen-
egakan  hukum,
kerja sama in-
ternasional, dan
pemulihan aset.
Indonesia merat-
ifikasi  konvensi
tersebut melalui
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2006.

Meski demiki-
an, penemuan
uang dan pen-
gamanan  Seseo-
rang dalam OTT
tidak dengan
sendirinya mem-
buktikan kes-
alahan  pidana.
Pembuktian tetap
harus dilakukan
melalui  proses
hukum, berdasar-
kan alat bukti dan
fakta yang diuji
sesuai ketentuan
perundang-un-
dangan. KPK
masih perlu men-
jelaskan perkem-
bangan peny-
idikan, konstruksi
perkara serta per-
an masing-masing
pihak berdasarkan
hasil  pemerik-
saan.(*)
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Polda Bali Amankan 21 Orang, Pertalite
Diduga Dijual hingga Rp200 Ribu

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-
Kepolisian Daerah
Bali  mengamankan
21 orang yang diduga
terlibat dalam penim-
bunan dan penjualan
kembali bahan bakar
minyak (BBM) jenis
Pertalite dengan har-
ga mencapai Rp200
ribu per liter. Penjua-
lan dilakukan melalui
media sosial, terma-
suk Facebook, dengan
sistem transaksi cash
on delivery (COD).
Dalam pengungkapan
kasus tersebut, polisi
menyita 753 liter Per-
talite beserta sejumlah
perlengkapan pen-
dukung.

Pengungkapan itu
melibatkan  delapan
polres jajaran Polda
Bali. Direktur Reserse
Kriminal Khusus Pol-
da Bali Kombes Wisnu
Prabowo  menyam-
paikan rincian penin-
dakan tersebut pada
Sabtu (17/10/2026).

Polresta Denpasar
mengamankan  lima
orang, sedangkan
Polres Klungkung
mengamankan empat
orang. Polres Jembra-
na, Karangasem, dan
Badung masing-mas-
ing mengamankan dua
orang. Adapun Polres
Buleleng, Gianyar, dan
Bangli masing-masing
mengamankan  satu
orang.

Para pelaku diduga
memanfaatkan media
sosial untuk menawar-
kan Pertalite dengan
harga jauh di atas har-
ga jual resmi. Tran-
saksi dilakukan se-
cara langsung melalui
sistem COD, sehingga
penyidik perlu men-
elusuri  komunikasi
dan aktivitas penjual-
an untuk mengetahui
asal BBM serta kemu-
ngkinan keterlibatan
pihak lain.

Selain mengamank-
an 21 orang, polisi
menyita 753 liter Per-
talite dan barang pen-
dukung  operasional.
BBM tersebut diren-
canakan  diserahkan
kepada pihak terkait,
termasuk Badan Pen-

per Liter

gatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH
Migas) serta Pertami-
na, untuk penanganan
lebih lanjut.
Wisnumenjelaskan,
penyerahan  barang
bukti dipertimbangkan
karena penyimpanan
BBM yang tidak se-
suai prosedur berpo-
tensi ~ menimbulkan
risiko  keselamatan.
“Nanti kan kalau ini
kan rawan cara peny-
impanannya, nanti kan
kami serahkan semua
ke BPH Migas, ke Per-
tamina,” ujarnya.

Wakil Direktur
Reserse Kriminal
Khusus Polda Bali

AKBP Chandra C.
Kesuma mengatakan,
penanganan terhadap
orang-orang yang dia-
mankan dibedakan
berdasarkan kategori
perbuatannya. Mereka
yang masuk kategori
perorangan  berskala
kecil atau baru per-
tama kali melakukan
pelanggaran  dikenai
kewajiban lapor dan
diminta mengikuti ke-
giatan sosial dengan
pendampingan  petu-
gas.

“Sebagai  bentuk
tanggung jawab moral,
para pelaku kelompok
pertama juga menya-
takan bersedia mengi-
kuti kegiatan sosial
didampingi petugas,”
kata Chandra.

Menurut Chandra,
pendekatan ~ pembi-
naan tersebut mengacu
pada Pasal 613 ayat
(3) Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana
(KUHP), sebagaima-
na disampaikan pi-
hak kepolisian. Dasar
hukum, klasifika-
si pelanggaran, dan
penerapan ketentuan
tersebut dalam perkara
ini perlu dikonfirma-
si melalui keterangan
resmi penyidik serta
pemeriksaan terhadap
peraturan yang ber-

laku.
Kepolisian ~ men-
yatakan  pendekatan

tersebut dimaksudkan
agar penyidik dapat
memprioritaskan
penindakan terhadap
penimbunan BBM

berskala besar yang
berpotensi merugikan
masyarakat lebih luas.
Orang yang kembali
melakukan pelangga-
ran serupa dapat di-
proses secara hukum
sesuai ketentuan yang
berlaku.

Penyidik juga me-
nelusuri  bukti lain,
termasuk  informasi
dalam telepon seluler,
untuk mendalami ak-
tivitas penjualan dan
mengidentifikasi peran
setiap orang. Penelu-
suran tersebut diperlu-
kan untuk mengetahui
apakah kegiatan itu
dilakukan secara in-
dividual atau melibat-
kan jaringan distribusi
yang lebih luas.

Pengawasan distri-
busi BBM merupakan
persoalan yang telah
lama menjadi bagian
dari kebijakan energi
Indonesia.  Peraturan
Presiden Nomor 191
Tahun 2014 mengatur
penyediaan, pendistri-
busian, dan harga jual
eceran BBM. Penga-
turan tersebut menja-
di salah satu landasan
tata kelola distribusi
energi, termasuk upa-
ya memastikan BBM
yang memperoleh
dukungan  kebijakan
pemerintah disalurkan
sesuai ketentuan.

Di tingkat internasi-
onal, penyalahgunaan
subsidi energi juga
menjadi tantangan
bagi pemerintah berb-
agai negara. Badan
Energi Internasional
(IEA) mencatat subsidi
konsumsi bahan bakar
fosil global melam-
paui USS$1 triliun pada
2022, ketika krisis en-
ergi mendorong pe-
merintah melindungi
konsumen dari lon-
jakan harga. Meski
sistem subsidi dan
kondisi setiap nega-
ra berbeda, pengala-
man tersebut mene-
gaskan pentingnya
pengawasan  distri-
busi, transparansi,
dan penegakan atur-
an untuk menjaga
agar dukungan ener-
g1 benar-benar mem-
beri manfaat kepada
masyarakat.(*)
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Kadis PTSP La Ganefo Dorong Pengawasan Terpadu Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ali Mazi
PBG Lintas Instansi untuk Optimalkan PAD

perkuat pengawasan tersebut.

Persoalan lain yang menjadi
perhatiannya ialah aktivitas per-
tambangan galian C. La Ganefo
menilai, kegiatan yang perizin-
annya berada pada kewenangan
pemerintah provinsi tetap perlu
diawasi dari sisi dampak terha-

dap wilayah Buton Selatan.

mendorong  keterlibatan Dinas
perangkat
daerah pengelola pendapatan, dan
instansi terkait untuk memasti-
kan aktivitas pertambangan tidak
membahayakan lingkungan mau-
pun masyarakat, termasuk di ka-

Lingkungan Hidup,

wasan pesisir.

Di tengah tantangan tersebut,
pelayanan perizinan PTSP Bu-
ton Selatan tetap berjalan normal
meskipun sejumlah posisi jabatan
masih kosong, termasuk sekretar-
is dan kepala bidang. La Ganefo
menyebut kebutuhan masyarakat
tetap dilayani melalui pembagian
tugas yang tersedia. Pengurusan
izin praktik bidan, apoteker, dan
dokter menjadi salah satu layanan
yang kerap diajukan masyarakat.

Menurut dia, permohonan den-
gan dokumen persyaratan lengkap
dapat diproses dengan cepat, bah-

Buton Selatan

kan untuk jenis izin tertentu bisa
selesai dalam satu hari. PTSP juga

telah menerapkan layanan daring
untuk sejumlah perizinan, seperti
badan usaha dan pangkalan min-
yak. Sementara itu, pengurusan izin

masih dilakukan secara manual
karena prosesnya relatif sederhana.
Penyelesaian layanan daring tetap
bergantung pada kelengkapan do-
kumen dan respons sistem.

Secara historis, tata kelola per-
izinan bangunan di Indonesia men-
galami perubahan setelah terbitn-

Ia

16 Tahun 2021 pada 2 Februari
pelaksanaan ketentuan bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dengan PBG. Perubahan ini me-
nekankan  pemenuhan  standar
teknis bangunan, termasuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenya-
manan, dan kemudahan.

Dalam konteks internasional,
laporan Organisasi untuk Kerja
Sama dan Pembangunan Ekonomi
(OECD) menunjukkan bahwa pa-
jak properti merupakan salah satu
sumber pendapatan penting bagi

praktik tenaga kesehatan tertentu

ya Peraturan Pemerintah Nomor
2021. Regulasi tersebut mengatur

gedung dan menggantikan skema

pemerintah daerah di ban-
yak negara. Namun, opti-
malisasinya ~ membutuhkan
administrasi yang memadai,
basis data properti yang ak-
urat, dan penegakan aturan
yang konsisten. Pengalaman
tersebut relevan sebagai kon-
teks bagi upaya pemerintah
daerah memperbaiki tata
kelola pendapatan, meskipun
PBG tidak dapat disamakan
langsung dengan pajak prop-
erti.

La Ganefo mengimbau
masyarakat dan pelaku usa-
ha untuk mematuhi ketentuan
perizinan, memperpanjang
izin usaha yang telah keda-
luwarsa, serta mempertim-
bangkan dampak lingkungan
dan kepentingan umum se-
belum memanfaatkan lahan.
Ia menegaskan, kepemilikan
tanah tidak berarti pemilik
dapat mengabaikan ketentu-
an pembangunan. Pemerintah
daerah berharap kesadaran
masyarakat dan pengawasan
terpadu dapat memperkuat
ketertiban pembangunan
sekaligus mendukung pening-
katan PAD Buton Selatan.(*)

Kendalikan Inflasi Pangan, Buton Tengah dan Baubau Perkuat

(14/10/2026).

Kerja sama ini diarahkan un-
tuk memperkuat keterhubungan
pasokan dan distribusi komod-
itas pangan antardaerah. Upaya
tersebut dinilai penting karena
perubahan ketersediaan barang,
biaya distribusi, dan permintaan
pasar dapat memengaruhi harga
kebutuhan pokok serta daya beli
masyarakat.

Penjajakan itu merupakan
tindak lanjut surat Pemerintah
Kota Baubau Nomor 500/5307/
Setda tertanggal 8 Oktober 2026
tentang penawaran kerja sama
pengembangan  perekonomian
dan peningkatan daya saing daer-
ah. Melalui pembahasan terse-
but, kedua pemerintah daerah
berupaya mengidentifikasi pelu-
ang kolaborasi yang dapat men-
dukung kebutuhan pangan dan
perekonomian wilayah.

Buton Tengah memiliki po-
tensi sumber daya dan komoditas
pangan yang dapat dimanfaatkan
untuk mendukung pemenuhan
kebutuhan Kota Baubau. Se-
mentara itu, Baubau merupakan
salah satu pusat perdagangan dan
distribusi di kawasan Kepulauan
Buton yang memiliki keterkaitan
ekonomi dengan daerah-daerah
di sekitarnya.

Keterkaitan tersebut membuat
koordinasi antardaerah menjadi
salah satu faktor penting dalam
menjaga kelancaran distribu-
si barang. Ketika pasokan dari
daerah produsen terganggu atau
distribusi mengalami hambatan,
ketersediaan komoditas di pasar

Sinergi Antar Daerah

tujuan dapat ikut terpengaruh dan ber-
potensi mendorong kenaikan harga.

Pembahasan TPID Buton Ten-
gah juga berlangsung dalam konteks
tantangan pengendalian inflasi yang
telah lama menjadi perhatian pemer-
intah Indonesia. Pengalaman nasion-
al menunjukkan bahwa gejolak harga
pangan dapat memengaruhi inflasi dan
kesejahteraan rumah tangga, terutama
kelompok masyarakat berpendapatan
rendah yang mengalokasikan bagian
besar pengeluarannya untuk kebutuhan
pokok.

Pada tingkat global, krisis pangan
dan energi pada 2007-2008 serta gang-
guan rantai pasok dan lonjakan harga
komoditas setelah pandemi Covid-19
pada 2020-2022 memperlihatkan bah-
wa perubahan pasokan dan biaya dis-
tribusi dapat menekan stabilitas harga
di berbagai negara. Pengalaman terse-
but memperkuat pentingnya ketahanan
pasokan, diversifikasi sumber pangan,
dan koordinasi kebijakan untuk meng-
hadapi gejolak harga.

Di Indonesia, pengendalian inflasi
daerah diperkuat melalui koordinasi
pemerintah pusat dan pemerintah daer-
ah bersama Bank Indonesia, antara lain
dalam kerangka Tim Pengendalian In-
flasi Pusat (TPIP) dan TPID. Koordina-
si tersebut mendorong penguatan keter-
sediaan pasokan, kelancaran distribusi,
komunikasi kebijakan, serta kerja sama
antardaerah sebagai bagian dari strategi
menjaga stabilitas harga.

Pertemuan di Buton Tengah dihad-
iri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,
Pembangunan dan Keuangan Wujud-
din, Asisten Perekonomian dan Pem-
bangunan Sekretariat Daerah Buton
Tengah Jufti, serta perwakilan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UMKM,
Dinas Pertanian, Dinas Pangan,
Dinas Komunikasi dan Infor-
matika, serta Bagian Ekonomi
dan Sumber Daya Alam.

Melalui pertemuan tersebut,
Pemerintah Kabupaten Buton
Tengah dan Pemerintah Kota
Baubau sepakat memperkuat
sinergi serta menjajaki ker-
ja sama antardaerah. Langkah
berikutnya perlu diarahkan
pada identifikasi komoditas
potensial, pemetaan kebutuhan
dan kapasitas pasokan, serta
penyusunan mekanisme distri-
busi yang sesuai dengan kebu-
tuhan kedua wilayah.

Kerja sama yang terencana
diharapkan dapat membantu
menjaga ketersediaan komod-
itas pangan strategis, mengu-
rangi risiko gangguan distribu-
si, dan mendukung kestabilan
harga di pasar. Namun, efekti-
vitasnya akan bergantung pada
tindak lanjut konkret, kese-
suaian pasokan dengan kebu-
tuhan, serta koordinasi pelak-
sanaan antara perangkat daerah
dan pelaku usaha.

Dengan memperkuat hubun-
gan ekonomi regional, Buton
Tengah dan Baubau berpeluang
membangun pola kerja sama
yang tidak hanya mendukung
pengendalian inflasi, tetapi juga
memperluas pemasaran komod-
itas lokal dan meningkatkan
daya saing ekonomi kawasan
Kepulauan Buton.(*)

Empat Hari Digelar, Baubau Job Fair 2026 Catat 596 Lamaran

dari 528 Pencari Kerja, 551 Akses Bansos dan 249 Pemeriksaan
Kesehatan, Amalia Abibu Apresiasi Partisipasi Warga

layanan bantuan sosial, kese-
hatan, dan administrasi pub-
lik.

Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Baubau, Dra.
Hj. Amalia Abibu, M.Si., Jumat
(16/10/2026), mengatakan ting-
ginya partisipasi masyarakat
menunjukkan besarnya kebu-
tuhan terhadap akses pekerjaan
dan pelayanan publik yang
mudah dijangkau. Baubau Job
Fair 2026 resmi ditutup pada
Kamis (15/10/2026), setelah
berlangsung dengan melibatkan
berbagai sektor pelayanan.

Di luar kegiatan rekrutmen,
penyelenggara mencatat 551 ak-

ses layanan bantuan sosial dan 249
pemeriksaan kesehatan. Masyarakat
juga memperoleh layanan adminis-
trasi kependudukan melalui Iden-
titas Kependudukan Digital (IKD),
penerbitan Kartu Pencari Kerja, ser-
ta pengurusan Nomor Induk Berusa-
ha (NIB).

Amalia mengapresiasi keterli-
batan masyarakat dan kerja sama
lintas sektor yang mendukung pelak-
sanaan kegiatan tersebut. “Kegiatan
Baubau Job Fair 2026 ini berjalan
dengan tertib, lancar, dan mendapat
sambutan yang sangat positif,”
ujarnya.

Menurut Amalia, kegiatan bur-
sa kerja menjadi salah satu upaya

mendekatkan kesempatan kerja
kepada masyarakat sekaligus mem-
perluas akses terhadap pelayanan
dasar. “Capaian ini menunjukkan
besarnya harapan angkatan ker-
ja kita untuk mendapatkan pelu-
ang karier yang lebih baik, seka-
ligus
mendekatkan layanan publik kepa-
da warga,” katanya.

Secara historis, bursa kerja tel-
ah berkembang menjadi salah satu
instrumen untuk mempertemukan
pencari kerja dengan pemberi kerja.
Di tingkat internasional, Konvensi
Organisasi Perburuhan Internasi-
onal (ILO) Nomor 88 Tahun 1948
mengatur penyelenggaraan layanan
ketenagakerjaan publik, termasuk

membuktikan  pentingnya

Salurkan Rp2,49 Miliar untuk Pendidikan
dan Bedah Rumah di Kabupaten Buton

mah. Penerima bantuan perumahan
tersebar di sembilan wilayah, yakni
Winning, Kancinaa, Saragi, Pasarwa-
jo, Laburunci, Awainulu, Takimpo,
Kondowa, dan Dongkala.

Ali Mazi, yang juga Ketua DPW
Partai NasDem Sulawesi Tenggara
dan mantan gubernur provinsi terse-
but, mengatakan bantuan pendidikan
dan perumahan sejalan dengan agen-
da pemerintah untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat. “Bantuan
ini merupakan program dari Bapak
Presiden Prabowo Subianto. Yang per-
tama, bagaimana mencerdaskan anak-
anak bangsa kita melalui pendidikan.
Kemudian yang kedua, mengenai be-
dah rumah, bagaimana masyarakat kita
bisa mendapatkan hunian yang layak,”
ujarnya di sela penyerahan bantuan di
Malige Daonawajo, Rumah Jabatan
Bupati Buton.

Secara terperinci, bantuan PIP
diberikan kepada 262 siswa SD dengan
nilai Rp450.000 per siswa, 71 siswa
SMP  masing-masing  Rp750.000,
serta 22 siswa SMA masing-masing
Rpl,8 juta. Sementara itu, bantuan
RTLH diberikan untuk 116 rumah den-
gan nilai Rp20 juta per unit. Bantuan
tersebut diharapkan dapat meringank-
an beban keluarga penerima manfaat
sekaligus mendukung keberlanjutan
pendidikan anak-anak.

Ali Mazi menegaskan, dukungan
bagi masyarakat tetap perlu diperjuang-
kan di tengah penyesuaian anggaran dan
kebijakan efisiensi pemerintah. Menurut
dia, perhatian terhadap pendidikan tidak
semestinya berhenti pada jenjang se-
kolah dasar dan menengah, tetapi juga
perlu menjangkau mahasiswa. la juga

mendorong keberlanjutan program peru-
mahan agar lebih banyak keluarga dapat
menempati rumah yang layak.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra,
S.H., mengapresiasi dukungan Ali Mazi
serta komunikasi yang terjalin antara pe-
merintah daerah, DPR RI, dan pemerintah
pusat. a€ceTerima kasih atas bantuan ini
yang berasal dari anggota DPR RI, Bapak
H. Ali Mazi. Ini adalah hasil komunika-
si dan kerja sama beliau dengan Pemda
Buton serta pemerintah pusat sesuai Asta
Cita Bapak Presiden,a€ kata Alvin. Ia
berharap jumlah bantuan bagi masyarakat
Buton dapat meningkat pada tahun beri-
kutnya.

Penyerahan bantuan itu turut dihad-
iri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si., jaja-
ran pemerintah daerah, serta masyarakat
penerima manfaat. Pemerintah daerah
berharap kolaborasi dengan pemerintah
pusat dan wakil rakyat di DPR RI dapat
terus diperkuat untuk menjawab kebutu-
han masyarakat, terutama dalam bidang
pendidikan dan perumahan.

Secara historis, Program Indonesia
Pintar merupakan bagian dari upaya na-
sional memperluas akses pendidikan bagi
anak usia sekolah, sedangkan program
bantuan perumahan swadaya diarahkan
untuk membantu masyarakat mening-
katkan kualitas rumah secara bertahap.
Secara global, akses pendidikan dan
hunian layak juga menjadi bagian dari
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs)
Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya
Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas
dan Tujuan 11 tentang kota serta per-
mukiman berkelanjutan. Penyaluran ban-
tuan di Buton menjadi salah satu bentuk
upaya daerah dalam mendukung agenda
tersebut.(*)

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim
Takjub, Karnaval Budaya Malam Hari
Dipadati Ribuan Warga, Pemkot Benahi
Pelaksanaan Tahun Depan

pemerintah dan masyarakat untuk

memperkuat kebersamaan.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim,
S.E., yang hadir bersama Ketua TP PKK
Kota Baubau Hj. Siti Aryati Yusran,
Wakil Wali Kota Ir. Wa Ode Hamsinah
Bolu, M.Sc., dan Sekretaris Daerah La
Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., men-
gaku takjub melihat antusiasme war-
ga. Jajaran organisasi perangkat daerah
(OPD) juga turut meramaikan kegiatan
bersama para peserta.

“Kegiatan karnaval budaya seperti
ini biasanya kita laksanakan pada siang
hari, tetapi kali ini kita adakan pada
malam hari dan kita lihat antusiasme
masyarakat sangat besar,” ujar Yusran di
sela-sela kegiatan.

Sepanjang rute karnaval, peser-
ta dari paguyuban, pelajar, komunitas
seni, hingga perwakilan kecamatan
menampilkan kostum adat Buton, busa-
na etnik hasil kreasi, serta pertunjukan
seni kontemporer. Sorotan lampu hias
dan obor menambah semarak iring-irin-
gan yang telah menarik perhatian warga
sejak sore hari.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode
Hamsinah Bolu mengatakan, perayaan
tahun ini juga ditandai dengan keter-
libatan kelompok masyarakat yang
menggelar kegiatan secara mandiri dan
merangkainya dengan agenda hari jadi
kota. Menurut dia, partisipasi tersebut
memperlihatkan bahwa perayaan tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerin-
tah, tetapi juga ruang bersama bagi warga.

“Pemerintah kota tidak melaksanakan
sendiri, tetapi ada partisipasi masyarakat

yang sangat luar biasa. Kami sangat ber-
terima kasih dan insyaallah tahun depan
bisa dilaksanakan lebih meriah lagi dan
lebih baik,” kata Hamsinah.

Pemerintah Kota Baubau akan men-
gevaluasi pelaksanaan karnaval malam
hari untuk menentukan perbaikan pada
penyelenggaraan berikutnya. Yusran
menegaskan, evaluasi diperlukan untuk
mengidentifikasi kekurangan sekaligus
mempertahankan hal-hal yang telah ber-
jalan baik. Pengalaman tahun ini men-
jadi bahan pertimbangan dalam meny-
iapkan perayaan yang lebih baik pada
tahun mendatang.

Dalam konteks nasional, karnaval
budaya telah digunakan sebagai ruang
ekspresi keberagaman sekaligus sara-
na memperkenalkan kekayaan daerah.
Pada 2015, Karnaval Kemerdekaan
mulai diselenggarakan di daerah, tidak
lagi berpusat di Ibu Kota, sedangkan
pada 2018 Karnaval Budaya Bali di-
gelar di Nusa Dua untuk memeriahkan
pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia.
Di tingkat internasional, UNESCO juga
mengakui festival Junkanoo di Bahama,
yang berakar sejak awal abad ke-19, se-
bagai Warisan Budaya Takbenda pada
2023.

Pengalaman tersebut memperlihat-
kan bahwa festival dapat menjadi sarana
merawat identitas budaya dan memper-
luas partisipasi masyarakat. Bagi Bau-
bau, antusiasme warga dalam karnaval
malam ini menjadi modal sosial untuk
menjaga tradisi lokal sekaligus mening-
katkan kualitas perayaan hari jadi kota
pada tahun-tahun mendatang.(*)

membantu pencari kerja memperoleh
pekerjaan dan memenuhi kebutu-
han pasar tenaga kerja. Di Indonesia,
layanan penempatan tenaga kerja juga
menjadi bagian dari kebijakan perlua-
san kesempatan kerja dan pengurangan
pengangguran.

Penggabungan bursa kerja dengan
layanan sosial dan administrasi dalam
kegiatan di Baubau memperluas fung-
si acara tersebut, dari sekadar fasilitasi
rekrutmen menjadi titik akses sejumlah
pelayanan masyarakat. Meski demiki-
an, jumlah berkas lamaran yang masuk
belum dapat dijadikan ukuran jumlah

pencari kerja yang berhasil memper-
oleh pekerjaan karena data penerimaan
oleh perusahaan belum disampaikan.

Pemerintah Kota Baubau berharap
capaian kegiatan ini menjadi pijakan
untuk memperkuat program perluasan
kesempatan kerja dan pengurangan
pengangguran secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi sektor ketenaga-
kerjaan dan jaring pengaman sosial,
pemerintah daerah menargetkan akses
masyarakat terhadap peluang kerja dan
pelayanan publik dapat semakin mudah
serta mendukung peningkatan kese-
jahteraan warga.(*)
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Sukses Tarik Perhatian Warga, Lomba
Koli-Koli dan Perahu Hias Jadi Daya
Tarik Meriahkan Hari jadi Kota Baubau
ke 25 Sebagal Daerah Otonom

46 Pendaung dan 25 Perahu Hias Sukses
Meriahkan HUT Baubau ke-485,

Tradisi Bahari Jadi Kebanggan dan Curi Daya Tarik Warga

www.durasitimes.com

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-
Sebanyak 46 pe-
serta lomba dayung
koli-koli dan 25
perahu hias memer-
iahkan peringatan
Hari Jadi ke-485
Baubau dan 25 ta-
hun sebagai daerah
otonom di Pantai
Kotamara, Senin
(12/10/2026). Ke-
giatan yang di-
saksikan  ribuan
warga itu menjadi
bagian dari upaya
pelestarian budaya
bahari masyarakat
Buton  sekaligus
pengembangan po-
tensi wisata berba-
sis tradisi lokal.

Perlombaan
yang diselengga-
rakan Dinas Peri-
kanan Kota Baubau
tersebut menghad-
irkan atraksi mari-
tim yang berakar
pada  kehidupan
masyarakat  pesi-
sir. Selain menja-
di hiburan dalam
rangkaian perayaan
hari jadi, kegiatan
ini  dimanfaatkan
untuk memperkuat
identitas  budaya
daerah dan mem-
perkenalkan tradisi
bahari kepada gen-

erasi muda.

Kepala  Dinas
Perikanan Kota
Baubau, Yulia Wid-
iarti, S.T., M.Si,
mengatakan lom-

ba tradisional itu
bukan sekadar ke-
giatan seremonial.
Menurut dia, ke-
berlanjutan tradisi
maritim merupakan
bagian penting dari
upaya menjaga jati
diri masyarakat pe-

sisir di tengah pe-
rubahan zaman.

“Lomba Dayung
Koli-Koli dan Per-
ahu Hias adalah
bukti nyata bah-
wa tradisi bahari
kita tetap hidup,
lestari, dan terus
menjadi  kebang-
gaan bersama di
tengah  perkem-
bangan  zaman,”
kata Yulia dalam
siaran pers, Selasa
(13/10/2026).

Yulia menam-
bahkan, antusiasme
masyarakat  yang
memadati kawasan
Pantai  Kotamara
menunjukkan bah-
wa kegiatan bu-
daya masih memi-
liki daya tarik kuat.
Ia juga menilai per-
lombaan semacam
ini berpotensi men-
dukung promo-
si pariwisata dan
menarik kunjungan
wisatawan ke Kota
Baubau.

Kegiatan terse-
but dihadiri Wali
Kota Baubau H.
Yusran Fahim,
S.E., Ketua DPRD
Kota Baubau Ardin
Jufri, S.T., M.S1.,
Sekretaris Daerah
Kota Baubau La
Ode Darussalam,
S.Sos., M.S1., jaja-
ran Forum Koor-
dinasi ~ Pimpinan
Daerah (Forkopim-
da), serta pimpinan
organisasi perang-
kat  daerah  di
lingkungan Pemer-
intah Kota Baubau.

Pada  kategori
dayung  koli-ko-
li, Rahmad meraih
juara pertama, dis-
usul Zainal di po-
sisi kedua dan Ra-

madhan di posisi
ketiga. Gunawan
Guhe menempati
peringkat  keem-
pat, Ajid di posisi
kelima, sedangkan
Muhammad Ridho
meraih posisi kee-
nam.

Sementara  itu,
pada kategori per-
ahu hias, Melky
Setiawan  meraih
juara pertama. Zu-
Ifikran menempati
posisi kedua, diiku-
ti Muhammad Said
Idu di posisi keti-
ga. Bariu berada di
peringkat keempat,
Idris Ismail di po-
sisi kelima, dan La
Gani  menempati
posisi keenam.

Tradisi  bahari
yang ditampilkan
dalam perlombaan
tersebut memiliki
kaitan dengan se-
jarah panjang Indo-
nesia sebagai nega-
ra kepulauan. Sejak
masa kerajaan-ker-
ajaan  Nusantara,
jalur laut berperan
penting dalam per-
dagangan, mobili-
tas penduduk, dan
pertukaran budaya
antarpulau. Ak-
tivitas  pelayaran
turut membentuk
kehidupan  sosial
dan ekonomi mas-
yarakat pesisir di

berbagai wilayah.
D1 kawasan
timur  Indonesia,

Kesultanan Buton
menjadi salah satu
bagian penting dari
sejarah politik dan
perdagangan  re-
gional. Letak Bu-
ton di antara jalur
perairan  Sulawesi
dan Maluku menja-
dikan laut sebagai

unsur penting da-
lam kehidupan
masyarakatnya.
Latar sejarah ini
memberi  konteks
bagi keberadaan tr-
adisi maritim yang
masih  dipelihara
masyarakat Bau-
bau.

Pada lingk-
up internasional,
masyarakat kepu-
lauan Pasifik juga
memiliki sejar-
ah panjang dalam
pembuatan perahu
dan pelayaran an-
tarpulau.  Penge-
tahuan mengenai
navigasi, kondisi
laut, dan keter-
ampilan membuat
perahu diwariskan
lintas generasi
serta menjadi ba-
gian dari identitas
budaya  mereka.
Tradisi  tersebut
memperlihatkan
besarnya  peran
laut dalam mem-
bentuk peradaban
masyarakat kepu-
lavan di berbagai
belahan dunia.

Melalui lomba
dayung koli-koli
dan perahu hias,
peringatan hari
jadi Baubau men-
jadi  momentum
untuk menjaga
warisan ~ budaya
sekaligus  mem-
perluas  promosi
pariwisata. Keber-
lanjutan tradisi ini
membutuhkan ket-
erlibatan  pemer-
intah, masyarakat
pesisir, dan gen-
erasi muda agar
identitas  bahari
tetap terjaga dan
dapat diwariskan
kepada  generasi
berikutnya.(*)

( www.baubaupost.com

DP3AKB Baubau Libatkan Forum GenRe
dan PIK-R Bersihkan Pantai Kamali
Sambut Hari Jadi Baubau ke-25

AKS! NYATA GENERASI

MUDA PEDULI SAMPAH f

Jelang HUT Baubau ke 485, DP3AKB Baubau
Gandeng Forum Anak, GenRe, dan PIK-R
‘ Gaungkan Gerakan Peduli Sampah di Pantai Kamali

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-
Puluhan generasi
muda Kota Bau-
bau menggelar
aksi  bersih-bersih
di kawasan Pantai
Kamali, Minggu
(11/10/2026), untuk
menyambut Hari
Jadi Baubau ke-485
dan peringatan 25
tahun Kota Bau-
bau sebagai daerah
otonom. Kegiatan
ini menjadi bentuk
kepedulian terhadap
lingkungan seka-
ligus upaya menum-
buhkan  kesadaran
masyarakat menja-
ga kebersihan ruang
publik.

Aksi bertajuk
‘Generasi Muda
Peduli Sampah’
tersebut melibatkan
anggota Forum Anak
Kota Baubau, Forum
Generasi Berencana
(GenRe), dan Pu-
sat Informasi dan
Konseling Remaja
(PIK-R). Ketiganya
merupakan  kelom-
pok binaan Dinas
Pemberdayaan Per-
empuan, Perlind-
ungan Anak, dan
Keluarga Berencana

(DP3AKB) Kota
Baubau.

Para peserta
menyisir  pelataran

Pantai Kamali sejak
pagi. Mereka memu-
ngut sampah plastik
kemasan, puntung
rokok, serta berbagai
jenis sampah lain
yang ditemukan di
area publik. Kegia-
tan dilakukan secara
gotong royong untuk
menjaga kebersihan
kawasan yang men-
jadi salah satu ikon
Kota Baubau terse-
but.

Kepala DP3AKB
Kota Baubau, Ab-
dul Rahman, S.Pd.,
M.Si.,, mengatakan
keterlibatan  rema-
ja dalam kegiatan
lingkungan menun-
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jukkan bahwa gen-
erasi muda dapat
berperan aktif men-
dorong  perubahan
sosial. Menurut dia,
peringatan hari jadi
daerah perlu dii-
si dengan kegiatan
yang  memberikan
manfaat  langsung
bagi masyarakat.

“Pantai  Kama-
li merupakan wajah
Kota Baubau. Kare-
na itu, menjaga ke-
bersihan dan keinda-
hannya menjadi
tanggung jawab kita
bersama,” ujar Ab-
dul Rahman dalam
siaran persnya.

Ia menambahkan,
momentum hari jadi
kota tidak semestin-
ya hanya dirayakan
melalui kegiatan ser-
emonial. Partisipasi
masyarakat,  khu-
susnya generasi
muda, diperlukan
untuk menjaga fasil-
itas umum agar tetap
bersih, nyaman, dan
layak digunakan.

“Momentum hari
jadi kota tercinta ini
hendaknya tidak ha-
nya dirayakan den-
gan kemeriahan,
tetapi juga diisi den-
gan aksi nyata yang
memberikan manfaat
bagi  masyarakat,”
katanya.

Kegiatan  terse-
but juga diharapkan
mendorong  warga
dan pengunjung Pan-
tai Kamali agar lebih
disiplin membuang
sampah pada tem-
patnya. Kebiasaan
sederhana itu dinilai
penting untuk men-
gurangi pencemaran
lingkungan sekaligus
mempertahankan
daya tarik kawasan
pesisir sebagai ruang
interaksi sosial mas-
yarakat.

Secara  historis,
kepedulian terhadap
kebersihan lingkun-
gan telah berkem-
bang menjadi agenda

bersama di tingkat
nasional dan inter-
nasional. Di Indone-
sia, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun
2008 tentang Penge-
lolaan Sampah men-
jadi salah satu lan-
dasan penting dalam
pengelolaan sampah
secara sistematis,
terpadu, dan berke-
lanjutan.  Regulasi
tersebut menegaskan
pentingnya  keterli-
batan masyarakat,
selain peran pemer-
intah.

Pada tingkat
global, Perserika-
tan Bangsa-Bangsa
menetapkan ~ Tu-
juan Pembangunan
Berkelanjutan atau
Sustainable  De-
velopment  Goals
(SDGs) pada 2015.
Salah satu sasa-
ran yang berkaitan
dengan  kegiatan
ini adalah Tujuan
11 tentang kota dan
permukiman berke-
lanjutan, serta Tu-
juan 12 mengenai
konsumsi dan pro-
duksi yang bertang-
gung jawab. Kedua
tujuan tersebut
mendorong penge-
lolaan lingkungan
dan sumber daya
secara lebih berke-

lanjutan.

Bagi  Baubau,
aksi bersih-bersih
Pantai Kamali

menjadi salah satu
bentuk penerapan
kepedulian tersebut
di tingkat lokal. Ke-
giatan ditutup den-
gan sesi foto ber-
sama di pelataran
ikon Kotamara.
Melalui  gerakan
ini, generasi muda
diharapkan  terus
mengambil bagian
dalam menjaga ke-
bersthan lingkun-
gan dan memban-
gun budaya peduli
sampah di tengah
masyarakat.(*)



